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SAIINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL,/

IGPAII. BADAN PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL
NOMOR Kf,P. 19 / M.PPN /HK/ 02/ 20 16

TENTANG
PEMBENTT]KAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PERENCANAAN DAN EVAIUASI
PERCEPATAN PEMNGKATAN KINERJA MANAJEMXN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

DI DAERAH

Mf,NITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI-/
KXPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menirnbang

Mengiflgaf

a.

b.

c.

d.

1.

bahwa dalam r.angka mendorong peningkatafl kapasitas aparatur
pemerintah daerah sesuat afiaflaL dari Rencana pembaflgunan Nasional
JanSka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 perlu meni gkatkan kualitas
nunajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang
profesional dan be ntegritas;

bahwa dalam upaya rnencapai peniflgkatan kapasitas aparatur penlerintah
daerah sebagaimafla d^lalj., hut$f 

^, 
dilakukan Strategi yang meliputi: (1)

perbaikan mutu pendidikan PNS di daerah; (2, penguatan mutu
pendidikan dan pelatiharr berbasis kompetensi sesuai arah dan p oritas
pembangunan daera,h; dan (3) pelaksanaan standardisasi, sedifikasi, dan
kerjasama Diklat Penterintahan Dalam Negeri;

bahwa berdasarkan pedinbangan sebagnimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis perencAnaa.n dan
Evalu4si Per.cepatan Peningkatan Kinerja Manajemen Aparatur Sipil Negara
(AsN) di Daerah;

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dianggap nrampu dan ftlemenuhi persyaratan untuk duduk
dan melaksanakan tugas Tim Koordinasi Strategis perencanaan dafl Evaluasi
Percepatan Peningkatan Kinerja Manajenlell Aparafur Sipil Negara (ASN) di
Daerah;

Undang-Undang Nontor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, thmbahan
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor. 5494);

2. tlndang Urdang



2. Und,rng Undang Nomor ZZ Tahwl ZO71 tentang pcmerintahan Daerah
(Lentbaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOl4 Nomor 224, Tatltbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N-omor S5g7):

3. Undang-Ufldan8 Nomor 14 Tahun ZO I S tentang Ailggaran pefldapatan dan
Belanja Negala Tahun An:garan 2016 (Lernb^ra1 Negara Republik
Indonesia Tahun 201S Nomor 278 Tambahan Lembaran Ncgara nepublik
Indoflesia Nomor 5767)i

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2O1S
Pelaksanaan Angsaran dan Belanja Ne8ara;

tentanS Tata Cara

5. Peratufan Presiden Nomor 2'f^h1\n 2OlS tentang Rencana pentbangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3):

6. Peraturan Presiden Nomor Z Tahnn ZOTS tentang Organisa_si Kementeriar
Negara;

Menetapkan

PERTAMA

7. Peratur.a Prcsiden Nomor. 65 Tahun 2015
Percncanaan Peft bangunall Nasional;

tentaflg Kementedan

8. Peraturar Presiden Nomor 66 Tahun ZOl5 tentang Badan perencaflaan
Pembangunan Nasioflal;

9. Peraturan Menteri Negara pelencanaah pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor pER.

005/M.PPN/ 10,/2007 tefltang OrSaflisasi dafl Tata Kerja Kementerian
Negara Perencanaa( perubangunah Nasional/Badan perehcatlaal
Pembangunan Nasional sebagaimana telah Lteberapa kali diubah, temllhir
denSan Peraturah Menteri Percncanaan pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 20 14;

10 Peraturan Menteri Negata pet€ncanaa[ pembangunan Nasio[allKepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun ZO12 tentant
Pedoma[ Perencanaan, Pelaksanaan, pelaporan, pefia,nt,,uafi. dan Evaluasi
KeSiatan dan Anggaran;

MIMTITt]SKAN :

: KXPUTUSAN MENIERI PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIoNAI/KEPAI"{
BADAN PERENCANAAN PEMBANGIINAN NASTONAL TENTANG
PEMBENTT]KAN TIM KOOBJINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN EVAIUASI
PIRCEPATAN PENINGKATAN KINERJA MANAJLMEN APARATUR SIHL NEGARA
(ASIO DI DAXRAH.

: Membentuk Tim Koordinasi Strategis perencanaan dan Evaluasi percepatan

Kinerja Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASI0 di Daerah untuk selanjutnya
disebut Tim Koordinasi Strategis ASN, dengan susunan keanggotaall
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA ...
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KEDUA

KETICA

KETMPAT

KELIMA

KELIT,LA.

KIINAJ\,1

: Tim Krrrdinasi Sttategis ASN terdiri atas pen3arah, penanggung Jawab, Tim
Pelaksana dan Tenaga Perdukuflg.

: Pengarah bertanggung jawab memberikan ar^han kebijak^n, mengawasi,
membimbinS, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas
permasalahan pelaksa[aan kegiatan.

: Penans8ung Jawab bertugas untlrk be an8gung jawab atas substansi d411
pelakanaafl tuSas Tim Koordinasi Strategis ASN.

: Tim Pelaksana berhrgas:

a. nlelaksanal'an koordinasi dan sinkronisasi perencanruul, pelaksanaan, dan
pengembangan kegiatan-kegiatan yaflg terkait deflgan kebijakan Aparatur
Sipil NeSara (ASN) di daerah;

b. melaksanakan koordinasi dan sihkronisasi kebijakan nasional dan daetah
terkait denSan perencanaan kebijakan Aparatm Sipil Negara (ASN);

c. mergidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait ASN di daebh sefia
merumuskan arah kebijakan, sasaran dan strategi sebagai input
penwsunan RKP Tahun 2017;

d. meningkatkan kualitas perencanaan bidang Manajemen Aparatw Sipil
Negara di Daerah dalam RKP 2017;

e. melaksanakafl evaluasi kebijakan mahajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Daerah secara bersama-sanul afltar Kemelltedafl/Lenlbaga terkait
s€basai input dalam perencanaan dan peng anggaran pr tam da n kegratan
K/L:,

f. menyrrsun laporan hasil keSiatan Tim Koordinasi Strategis ASN kepada
Menteri PPN/Kepala Bappenas.

: Tenaga Pendukung berluSas:

a. membantu pelakanaan tuSas Tirh Pelaksana dalam pe[gumpulan data dafl
informasi; dan

b. melakukan tuSas kesekretariatan dan fugas lain yang diberikan oleh Tint
Pelaksana.

I Segala biaya yang C.iperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi
Strategis ASN dibebankan pada Anggaran Pendapalat dan Belanja Negara
Kemente an PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2O16.

KETUJUH
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KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak taflggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
ped^ Larlgal 22 Febrvati 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL,/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEI,/iBA}IGUNA]\ NASIoNAL,

SOFYAN A. DJAIIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ftd

'/'hr
tmn,y suparilaS



SALINAN
LAMNRAN
KEPUTUSAN MDN]ERI PPN,/KEPAI.A BAPPENAS
NOMOR KEP. 1 I / M-PPN / HW 02 / 20 1 6
TANGGAL 22 TEBRUARI 2016

PERENCANAAN DAN EVALUASI PERCEPATA}{ PEMNGKATAN KINERJA MANAJEMXN
APARATUR SIPIL NEGAX.A (ASM DI DAXRAH

A. PENGARAH Mentcrli PPN/Kepala ttappcftrs.

B. PENANGGUNGJAWAB

SUSUNAN Kf,ANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRAfi GIS

Deputi Bidang Pengembang4n Regional, Kementerian
PPN/Bappenas.

Dircktrrl Lltononri Daerah, Kenlenterian ppN/Bappenas.

Daryll Icwan Aknral, SEl l\,tA, Kcmeltleriafl ppN/Bappenas-

1 . Dircktu Aparatur Negara, Kementerian ppN/Bappenas;

2. Ir. Agus Sutiadi, M.Si, Badan Kepegawaian Negara;
3. Abdul Hakin! S.Sos, M.Si, Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Wisnu Hidayat, SE, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
5. Dr. lr. Antonius Tarigan, M.Si, Kementeria[

PPN/Bappenas;

6. Asep Saepudi[, S.Sos, I4.Si, Kemellterian ppN/Bappenas;

7. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Jayadi, S.Si, M.SE, MA, Ke enterian PPN/Bappenas;
9. Ervan Arununsyah, S.IP, MA, Kementerian

PPN/ Bappenas;
10. Alen Ermanita, S,Sos, M.Sc, Kemente an PPN/Bap[renas;
11. Alfia Oltivalerina, SE, M.Sc, Kementerian ppN/Bappeflas;

12. P,tzqi Yuwanita Hdbibah, ST, Kemeflterian
PPN/Bappenas;

13. Dia Firdaus, SE, ME, Kementeriafl PPN,/Bappenas.

1. Diantha Arafia, ST, Kementerian PPN/BapFnaq;
2. Suharyono, Kemente an PPN/Bappeflas;
3- Suparjo,KementerianPPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA
Ketua

Sekretalis
Anggota

MENTER] PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

nd

SOFYAN A- DJALIL

Salinan sesuai deflgan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-//l/

Enrmy Su

'%"4
-/_

parmrafi.rn

D. 'ITNAGA PENDUKUNG :


